Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan
Daerah Istimewa Yogyakarta 1945 – 1955
Abstrak

Fokus utama artikel iini adalah kajian perkembangan demokratisasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak bergabungnya Kraton Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945 hingga diselenggarakannya Pemilu pertama tahun 1955 yang merupakan salah satu indikator dari implementasi sebuah sistem demokrasi. Kajian ini sangat menarik mengingat keistimewaan Yogyakarta memiliki nilai historis dengan dimensi sosiokultural dan politis khususnya yang menyangkut proses demokratisasi dan sistem monarki yang hingga dewasa ini masih sangat hangat dibicarakan. Polemik seputar sistem monarki pimpinan politik Yogyakarta misalnya, diawali oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait RUU (Rencana Undang-Undang).
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A. Pendahululan
Fokus utama makalah yang merupakan ringkasan dari tesis ini adalah kajian terhadap perkembangan demokratisasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak bergabungnya Kraton Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1945 hingga diselenggarakannya Pemilu pertama tahun 1955 yang merupakan salah satu indikator dari implementasi sebuah sistem demokrasi. Kajian ini sangat menarik mengingat keistimewaan Yogyakarta memiliki nilai historis dengan dimensi sosiokultural dan politis khususnya yang menyangkut proses demokratisasi dan sistem monarki yang hingga dewasa ini masih sangat hangat dibicarakan. Polemik seputar sistem monarki pimpinan politik Yogyakarta misalnya, diawali oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait RUU (Rencana Undang-undang) Keistimewaan Yogyakarta.

Pada tanggal 26 November 2010 Presiden SBY pernah mengatakan: "Tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi."
 Sultan Hamengkubuwana X (HB X) kemudian memberikan respon dengan menyatakan bahwa justru  draf  RUUK (Rancangan Undang-undang Keistimewaan) Yogyakarta yang diajukan pemerintah pusat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengatur kedudukan Sultan dan Paku Alam dalam kelompok pararadya merupakan bentuk monarki.

Justru  yang  menarik adalah dalam kelompok pararadya tersebut, Sultan dan Paku Alam akan mendapat hak imunitas sehingga tidak dapat dijangkau hukum. Sultan HB X mempertanyakan: “Apakah hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi? Apakah itu demokratis, apa malah bukan monarki? Makanya sebenarnya sistem monarki itu (menurut Presiden) seperti apa?” 
 Bahkan polemik itu juga sempat membuat rakyat Yogyakarta menjadi marah dengan menantang pemerintah pusat untuk melakukan referendum.
 Meskipun mendapatkan berbagai kecaman, tampaknya pemerintah bersikukuh untuk mewacanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur DIY secara langsung.
 Padahal hasil sebuah survey yang dilakukan oleh Partai Golkar memperlihatkan bahwa 86% rakyat DIY ingin penetapan gubernur dan wakil gubernur, bukan pemilihan.
 

Kajian ini sangat menarik untuk dilakukan mengingat DIY merupakan daerah dengan status istimewa yang paling istimewa di NKRI ini. Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa keistimewaan Yogyakarta berbeda secara fundamental dengan daerah-daerah istimewa yang lain, seperti Nangroe Aceh Darussalam/NAD (dahulu bernama Daerah Istimewa Aceh) dan DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta serta Papua. DIY memiliki elemen kekuatan politik yang tidak dimiliki oleh daerah istimewa dan daerah khusus yang lain yaitu kekuatan politik yang bersumber dari warisan masa tradisional yang berupa institusi politik tradisional yaitu Kraton Yogyakarta dan Pakualaman.

Sebetulnya, keistimewaan Yogyakarta sebagai fokus kajian penelitian ini bukan terutama terletak pada status “istimewa” yang disandang oleh DIY, tetapi terletak pada kenyataan bahwa pengaruh kekuasaan institusi politik tradisional ini masih sangat  kuat di dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Padahal institusi politik tradisional yang berupa Kraton Yogyakarta dan Kraton Pakualaman merupakan sisa-sisa kekuatan feudal yang dalam sistem pemerintahannya yang baru berkembang di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945.  Dalam hal ini, dengan terintegrasikannya Kraton-kraton di Yogyakarta ke dalam NKRI telah menimbulkan konsekuensi terjadinya perbenturan antara sistem otokratis yang merupakan warisan feudal lama yang dimiliki oleh Kraton Yogyakarta dan Pakualaman dengan sistem demokrasi yang menjadi landasan kehidupan politik bagi NKRI yang masih muda pada waktu itu. 

Namun demikian faktanya kedua penguasa kraton Yogyakarta tersebut sangat responsif terhadap sistem demokrasi, sehingga tidak terjadi benturan-benturan sosial politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di DIY. Terbukti ketika setelah proklamasi kekuasaan pemerintahan negara RI DIY di bawah pimpinan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII, upaya-upaya dalam rangka demokratisasi sistem pemerintahan justru semakin intensif dilakukan. Bahkan upaya demokratisasi itu menyentuh pada level paling bawah hingga desa/kelurahan dan Rukun Tetangga (RT). Hal itu antara lain tercermin dari adanya Maklumat No. 14 Daerah Istimewa Negara RI (Kasultanan dan Paku Alam) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majelis Permusyawaratan  Desa. Dengan Maklumat ini Sultan HB IX dan Paku Alam VIII bersepakat dengan KNID Yogyakarta untuk mengadakan aturan-aturan yang terkait dengan keberadaan, peran dan fungsi lembaga atau badan perwakilan rakyat di tingkat desa.
 
Dengan terbentuknya Dewan Kelurahan secara efektif, maka sesuai dengan petunjuk dari Jawatan Praja DIY No. 1/D.P. 46 KNID pada level yang sama dibubarkan, karena peran dan fungsinya telah digantikan oleh Dewan Kelurahan.
 Dewan Kelurahan sebagai badan legislatif dalam membuat peraturan-peraturan selalu dilakukan bersama-sama dengan Dewan Pemerintah (Pamong Kelurahan) sebagai badan eksekutif. Eksistensi dan pelaksanaan tugas serta fungsi kedua badan di level Kelurahan tersebut, disatu sisi menjadi bukti otentik bahwa pemerintahan DIY sejak awal telah dikembangkan dalam kerangka sistem demokrasi berdasar kerakyatan yang merupakan sistem pemerintahan modern. Akan tetapi pada sisi lain, yang memimpin jalannya pemerintahan tersebut merupakan penguasa tradisional dari Kraton Yogyakarta. Hal itu sekaligus menjadi salah satu bukti, bahwa pemerintahan DIY meskipun dalam bingkai sosiokultural kehidupan kraton yang tradisional, tapi tidak mengembangkan sistem monarki sejak berintegrasinya dengan NKRI.

Sejalan dengan kebijakan-kebijakan politik birokrasi pemerintahan negara RI yang mengatur tentang pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 22/1948, maka pemerintahan DIY mendapatkan otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Bahkan DIY yang pada waktu itu menjadi ibu kota pemerintah RI (karena Jakarta sebagai ibu kota negara RI tidak aman lagi dengan kedatangan Belanda yang ingin berkuasa kembali, maka sejak  Januari 1946 ibu kota negara RI pindah ke Yogyakarta), mempunyai hubungan khusus dengan pemerintah pusat. Namun demikian implementasi UU tersebut di DIY baru pada tahun 1950, karena situasi revolusi dalam menghadapi kekuasaan Belanda yang kembali ingin berkuasa, di Yogyakarta pada tahun 1949 diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU No. 1/1949 tentang Pemerintahan Militer di DIY. Bahkan sebelum UU No. 22/1948 berlaku efektif di DIY segera disusul keluarnya UU No. 3/1950 tanggal 3 Maret 1950 tentang Pembentukan DIY sebagai daerah setingkat provinsi.
 Dalam UU ini juga ditegaskan tentang keberadaan organ-organ pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, DPD) dan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat RI pada pemerintah daerah DIY. Pembentukan organ pemerintah daerah dengan segala kelengkapannya ini kemudian juga dilakukan hingga ke level pemerintah kabupaten dan kota di lingkungan DIY.

Dalam rangka merealisasikan terbentuknya organ-organ pemerintah daerah sebagai manifestasi dari demokratisasi sistem pemerintahan, pemerintah DIY menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) lokal untuk memilih anggota DPRD. Penyelenggaraan Pemilu lokal di DIY ini dilangsungkan dalam sistem pemilihan bertingkat dan didasarkan pada UU No. 7 tahun 1950 serta dimaksudkan sebagai percobaan sekaligus percontohan bagi daerah-daerah lain dalam lingkungan NKRI.
  Pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD DIY yang diselenggarakan pada 16 Juli hingga 9 Nopember 1951 ini merupakan Pemilu pertama dan satu-satunya yang pernah diselenggarakan di Negara RI pada waktu itu. Menariknya justru itu diselenggarakan oleh pemerintah DIY di bawah pimpinan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nota bene adalah penguasa kraton-kraton Yogyakarta yang mestinya sangat otokratis. Bahkan sebagaimana diketahui, Pemilu lokal tersebut telah diselenggarakan jauh sebelum pelaksanaan Pemilu nasional pada tahun 1955.

Oleh karena itu proses demokratisasi di DIY tersebut sangat menarik para ahli untuk melakukan pengkajian. Namun demikian hingga saat ini kebanyakan kajian mengenai DIY biasanya difokuskan pada keistimewaan DIY itu sendiri, seperti karya Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo dengan judul Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya: Merunut Sejarah Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan.
 Karya yang lain membahas sejarah Kesultanan Yogyakarta itu sendiri sebagaimana yang ditulis oleh Ricklefs
 dan Selo Soemardjan mengenai perubahan sosial
, dan Suwarno mengenai sejarah birokrasi.

Dalam hubungan itulah makalah ini akan mengkaji permasalahan utama mengenai perkembangan demokratisasi di Provinsi DIY sejak terintegrasinya DIY ke dalam NKRI hingga tahun 1955 ketika proses demokratisasi di Provinsi DIY itu dapat dilihat dari kegiatan Pemilihan Umum yang demokratis. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan di sini. Pertama, mengapa Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang masih bersifat monarkhi absolut segera menyatakan diri untuk menjadi bagian dari NKRI yang akan dibangun sebagai negara yang demokratis? Kedua, perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh penguasa Yogyakarta dalam menyesuaikan diri dengan sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia dari sejak masa kemerdekaan hingga pelaksanaan Pemilu yang pertama? Ketiga, bagaimana relasi-relasi kekuasaan antara Pemerintahan DIY dengan rakyat Yogyakarta dan antara Pemerintah DIY dengan pemerintah pusat dalam rangka proses demokratisasi di Yogyakarta?
B. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah yang merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu.
  Dalam operasionalisasinya, metode sejarah pada prinsipnya terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, pengujian sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.
Langkah pertama, yaitu pengumpulan sumber sejarah merupakan langkah yang sangat penting. Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini berupa baik sumber primer maupun sumber sekunder baik tertulis maupun tidak tertulis. Sumber-sumber tulisan dan lisan terbagi atas dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip ataupun dokumen tertulis yang tersimpan di lembaga-lembaga penyimpan arsip seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta dan Perpustakaan Sono Budoyo Yogyakarta serta Perpustakaan Wilayah DIY. Dari lembaga-lembaga arsip ini dapat ditemukan rekaman sezaman seperti surat keputusan, maklumat, amanat, pernyataan, dan berbagai dokumen resmi pemerintah maupun institusi yang lain. Adapun sumber-sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini berupa buku ataupun literatur yang berkaitan dengan perjalanan sejarah Provinsi DIY. Selain itu sumber-sumber tertulis yang bersifat sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita-berita dan artikel-artikel dalam surat kabar, majalah, jurnal, dan sebagainya. Dari sumber-sumber ini ditemukan informasi baik yang bersifat primer maupuin sekunder. 
 
Tahap kedua dari penelitian ini adalah kritik sumber yang merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh untuk menilai otentisitas dan kredibilitasnya. Penilaian atau pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dilakukan melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber sejarah yang telah ditemukan. Hal yang sangat penting di sini adalah apakah sumber itu asli atau palsu. Sementara itu kritik intern dilakukan untuk mengetahui, apakah sumber tersebut memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan, isinya sesuai dengan yang sedang dikaji, memberikan arti pada dokumen, membandingkan antara sumber-sumber yang dihasilkan, sumber yang satu dengan yang lain ada kesesuaian ataukah tidak, dan mana yang lebih sesuai. 
Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi sumber yaitu menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta- fakta yang diperoleh dari sumber sejarah yang telah ditemukan.
 Kegiatan ini secara sistematis juga mencakup kegaiatan analisis dan sintesis antara satu fakta dengan fakta lain yang kemudian disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Di samping itu tahap ini juga mencakup langkah-langkah untuk mengaitkan satu fakta sejarah dengan fakta sejarah yang lain dalam ikatan hubungan sebab-akibat atau kausalitas. Dengan cara demikian akan dapat dikontruksi cerita sejarah yang utuh dan bulat serta koheren.

Langkah yang ke empat adalah historiografi. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode sejarah, yaitu melakukan kegiatan untuk menyusun fakta-faktar sejarah yang sudah dikumpulkan, dikritik, dan dianalisis dan disintesiskan untuk kemudian disusun menjadi sebuah cerita sejarah.
 Langkah ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian sejarah. 

C. Gambaran Umum DIY
Provinsi DIY yang merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah Propinsi DKI Jakarta terletak di bagian tengah pulau Jawa yang memiliki letak astronomis di antara 70 33’ L.S. – 8012’ L.S. dan 1100 – 110052’ B.T. Secara geografis, di sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudera Indonesia dan dibatasi dengan garis panjang pantai sepanjang 110 km. Di sebelah utara menjulang tinggi gunung paling aktif di dunia, Merapi (2.968 m). Di sebelah barat mengalir sungai Progo yang berawal dari Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu di sebelah timur mengalir sungai Opak yang bersumber dari Puncak Merapi dan bermuara di laut Jawa.
Secara administratif, wilayah DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang (di sebelah barat laut), Kabupaten Klaten (di sebelah timur), Kabupaten Wonogiri (di sebelah tenggara), dan Kabupaten Purworejo (di sebelah barat).
Luas keseluruhan DIY adalah 3.185,80 km2 atau kurang dari 0,5% luas daratan Indonesia dengan ibukota Provinsi adalah Kota Yogyakarta. Pada masa sebelum Pendudukan Jepang, luas Kesultanan Yogyakarta tanpa Paku Alaman adalah 2.902,54 Km2 dengan penduduk sebanyak 1.447.022 jiwa (tahun 1930). Dengan demikian kepadatan penduduk per kilometer persegi 498 jiwa.
 Pada tahun 1955 jumlah penduduk DIY dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk di DIY 1955
	Kabupaten/Kota
	Luas/Km2
	Jumlah Penduduk
	Kepadatan/Km2

	Kota Yogyakarta
	36,90
	282.811
	7.588

	Bantul
	419,04
	451.285
	1.078

	Sleman
	554,65
	498.625
	825

	Gunung Kidul
	1.428,61
	504.977
	367

	Kulon Progo
	558,22
	330.306
	593

	DIY 
	2.997,42
	2.059.004
	683


Sumber: Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta (Jakarta: Komunitas   

             Bambu, 2009),  6-7.

Secara historis, keberadaan DIY tidak bisa dilepaskan dari perpecahan-perpecahan yang terjadi di dalam tubuh kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak akhir abad ke-16. Pada awalnya nama ‘Mataram’ itu sendiri tidak pernah menjadi nama resmi dari pemerintahan dari apa yang kemudian disebut sebagai kerajaan atau kesultanan Mataram. Bahkan awal pendirian kesultanan Mataram masih diselimuti kabut antara fakta dan mistis.
 Semula, nama ini mengacu kepada daerah sekitar kawasan yang pada saat ini disebut sebagai Yogyakarta. Setelah berhasil meluaskan wilayahnya, Kesultanan Mataram memiliki wilayah yang mencakup Jawa Tengah dan sebagian besar Jawa Timur serta sebagian Jawa Barat. Dengan demikan Kesultanan Mataram mencakup wilayah kerajaan yang kemudian terpecah menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Mataram sering juga disebut sebagai Kerajaan Mataram Islam untuk membedakannya dengan Mataram Hindu, yaitu sebuah kerajaan Hindu dan atau Budha yang pernah berkembang di Jawa Tengah pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi.
Sementara itu reformasi administrasi kewilayahan dilakukan pada tahun 1927. Namun demikian perubahan kewilayahan kali ini tidak disebabkan oleh tekanan dari luar (pemerintah kolonial Belanda) tetapi merupakan reformasi administrasi kewilayahan secara internal. Pada tahun 1927 itu Sultan HB VIII melakukan perubahan dalam pembagian wilayah administratif dan sekaligus penamaannya. Semula wilayah Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi enam kabupaten, yaitu Kulonprogo, Mataram/Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kalasan, dan Gunungkidul. Masing-masing wilayah kabupaten dibagi-bagi menjadi distrik yang dikepalai oleh seorang yang diberi gelar Panji. Selanjutnya tiap-tiap distrik dibagi lagi menjadi beberapa ondedistrik yang dikepali oleh seorang Asisten Panji. Sejak tahun 1927 itu nama gelar jabatan Panji dan Asisten Panji diganti dengan Wedana dan Asisten Wedana yang juga merupakan jabatan yang diterapkan di wilayah Gubernemen (wilayah yang diperintah langsung oleh pemerintah Kolonial Belanda). Dengan adanya perubahan itu, jumlah kabupaten yang sebelumnya berjumlah enam kabupaten dikurangi sehingga tinggal menjadi empat kabupaten yaitu Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo.

Hingga menjelang penobatan Sri Sultan HB IX pada tahun 1940 pembagian wilayah administratif masih berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sultan HB VIII. Pembagian wilayah administratif Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1939 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian Wilayah Administratif Kesultanan Yogyakarta Tahun 
              1939

	No.
	Nama Kabupaten
	Jumlah

	
	
	Distrik
	Onderdistrik
	Kelurahan
	Kampung

	1.
	Yogyakarta
	3
	14
	191
	10

	2.
	Bantul
	4
	21
	274
	-

	3.
	Gunung Kidul
	3
	12
	168
	-

	4.
	Kulon Progo
	2
	8
	129
	-

	
	Jumlah
	12
	55
	762
	10


Sumber: Suwarno, Hamengku Buwono, hlm. 54.

D. Demokratisasi pada Masa Pendudukan Jepang
Satu hal yang menarik adalah bahwa pemerintah kolonial Belanda masih mengakui eksistensi Kesultanan Yogyakarta (termasuk Pakualaman) yang bersama-sama dengan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran disebut sebagai Vorstenlanden baik secara de facto maupun de jure. Belanda juga mengakui sistem birokrasi pemerintah Kesultanan Yogyakarta sendiri tanpa banyak intervensi kecuali pada pucuk pimpinan birokrasi yaitu Sultan dan Patih. Dengan demikian tampak bahwa dipandang dari perspektif pemerintah kolonial Belanda, kesultanan Yogyakarta dapat dipandang sebagai semacam daerah istimewa yang dalam bahasa Pemerintah Hindia Belanda disebut zelfbestuurende lanschappen dan mereka memiliki pemerintahan sendiri (inlansche zelfbestuur).
  Dalam hal ini kesatuan politik tradisional ini diikat melalui kontrak-kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda. Melalui kontrak itu Belanda mengakui tetap berdirinya kerajaan-kerajaan tradisional dan hak-haknya untuk menjalankan pemerintahan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sementara itu Belanda menetapkan kekuasannya pada bidang tertentu, misalnya dalam penetapan putra mahkota dan penentuan siapa yang akan menduduki jabatan patih dan sebagainya.
 Namun demikian perkembangan politik global terutama yang terkait dengan Perang Dunia II dan Perang pasifik telah menyebabkan Belanda tidak mampu mempertahankan kolonisasinya atas kepulauan Indonesia.

Keruntuhan Superioritas Belanda

Pada tanggal 5 Maret 1942 Yogyakarta berhasil diduduki oleh tentara Jepang.
 Setelah berhasil menduduki Yogyakarta, pimpinan tentara Jepang memanggil Gubernur Belanda di Yogyakarta  L. Adam untuk berunding. Setelah berunding akhirnya L. Adam mengeluarkan pengumuman melalui surat kabar Mataram pada tanggal 7 Maret 1942 bahwa tampaknya Jepang masih memberikan kesempatan kepada L. Adam untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tugas utama menjaga keamanan sambil menunggu instruksi dari penguasa Japang di Indonesia. Tentu saja kekuasaan Gubernur Belanda ini berada di bawah pengawasan Jepang. Selanjutnya pada 23 Maret 1942 pangkat Gubernur Yogyakarta diturunkan menjadi Residen Yogyakarta dan menjadi bawahan Gubernur Semarang. Residen diberi tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama masa transisi, sedangkan bala tentara Jepang mengurus hal-hal yang terkait dengan logistik untuk kepentingan tentara Jepang dalam menghadapi Sekutu.
 Dalam hal ini tentara pendudukan Jepang di Yogyakarta mendirikan kantor Pengawas yang disebut Gunseibu yang melakukan pengambilalihan kekuasaan secara bertahap sambil menunggu kebijakan dari Jakarta.   

Satu hal yang menarik adalah bahwa pasukan Jepang dengan mudah dapat mengalahkan Belanda di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa tentara Jepang mendapatkan simpati dan bantuan dari penduduk dan sebaliknya Belanda dibiarkan begitu saja oleh masyaraat Indonesia pada waktu itu.
 Hal itu terkait erat dengan sikap Belanda yang sangat rasialistik ketika berkuasa di kepulauan Indonesia. Kekalahan Belanda telah mengubah pandangan orang-orang Indonesia tentang mitos superioritas orang-orang Belanda. Rakyat Yogyakarta menyaksikan bagaimana orang-orang Belanda baik sipil maupun militer digiring dan ditawan oleh tentara Jepang. Para mantan pejabat tinggi Belanda dipaksa untuk bekerja sebagai pengatur lalu-lintas di jalan-jalan utama di kota Yogyakarta dan mereka dipaksa memakai kain putih yang lebar di atas dada sebagai bukti tanda menyerah. Dengan demikian masyarakat luas dapat melihat dengan jelas tentang inferioritas Belanda dan superioritas Jepang. Bahkan martabat orang-orang Belanda menjadi sangat jatuh ketika gadis-gadis Indo yang mengaku Belanda  pada masa sebelumnya dimasukkan ke dalam rumah hiburan untuk melayani nafsu seks tentara Jepang.
 

Suasana Egaliter

Situasi baru yang dimunculkan oleh kedatangan bala tentara Jepang pada awal pendudukannya adalah suasana egaliter yang diciptakannya. Hal ini terkait erat dengan upaya tentara pendudukan Jepang untuk meruntuhkan mitos keunggulan orang-orang Eropa (Europeanen) yang telah dibangun Belanda selama ratusan tahun. Penghancuran mitos supremasi Eropa ini kemudian diikuti dengan mulai terciptanya perasaan egaliter (persamaan) di dalam masyarakat. Dalam hal ini orang-orang Jepang mengidentifikasikan dirinya sejajar dengan orang-orang pribumi. Mereka hanya memposisikan dirinya sebagai ‘saudara tua’, bukan sebagai ‘tuan’ sebagaimana yang dilakukan orang-orang Belanda. 

Di samping itu, terciptanya suasana egaliter di dalam masyarakat juga terkait erat dengan propaganda pemerintah pendudukan Jepang yang membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme Indonesia serta regionalisme bangsa-bangsa Asia. Terciptanya suasana ini menimbulkan dampak baik secara internal maupun eksternal. Secara internal propaganda Jepang telah mulai melahirkan perasaan egaliter sebagai sesama bangsa Indonesia tanpa harus dikotak-kotak di dalam wujud keningratan. Dalam hal ini mulai tercipta perasaan senasib sebagai sebuah bangsa. Dampak secara eksternal,  juga bisa dilihat dari mulai tumbuhnya rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa dalam pergaulan internasional. Bangsa Indonesia mulai merasa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
 
Upaya Demokratisasi dari Kraton

Sikap pemerintah pendudukan Jepang untuk tidak mengambil-alih kekuasaan secara langsung juga menimbulkan suasana simpati kepada orang-orang Jepang yang tidak menunjukkan haus kekuasaan. Di Yogyakarta, suasana seperti ini dimanfaatkan oleh HB IX untuk menyusun rancangan bentuk pemerintahan yang demokratis dalam arti melibatkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan. Apalagi di Yogyakarta, bala tentara pendudukan Jepang masih mengakui status keistimewaan DIY sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Bahkan Sultan HB IX juga dipercaya untuk menjadi kepala pemerintahan modern a la Jepang dengan sebutan sebagai Koo.
 

Kesempatan yang ‘diberikan’ oleh tentara pendudukan Jepang ini telah mendorong Sultan HB IX untuk menyusun konsep pemerintahan yang modern sebelum Jepang menetapkan secara definitif bentuk pemerintahan istimewa yang dilaksanakan di Yogyakarta. Sebagaimana negara Jepang yang berbentuk kerajaan, Sultan HB IX juga mengusulkan agar bentuk negara Jawa di masa yang akan datang berupa kerajaan. Apa yang dibayangkan sebagai kerajaan Jawa dipimpin oleh Sultan Yogyakarta sebagai Maharaja. Ketiga kerajaan yang lain (Kasunanan Surakarta, Mangkunegara, dan Pakualaman) yang rajanya tidak menjadi maharaja tetap dilestarikan eksistensinya. Dalam struktur pemerintahan diusulkan adanya empat lembaga pemerintahan, yaitu: 1. Badan Menteri Negara (Cabinet Council), 2. Sri Maharaja (King), 3. Badan Pertimbangan Negara (Privy Council), dan 4. Balai Perwakilan Negara (Parliament) yang terdiri atas Balai Mulia dan Balai Rakyat. Struktur pemerintahan itu dapat digambarkan sebagai berikut:
 


Keterangan:

---------- : Garis Kerjasama

_______ : Garis Komando

Gagasan mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang diusulkan oleh Sri Sultan HB IX sebelum pemerintah pendudukan Jepang menetapkan secara tegas mengenai masa depan bentuk pemerintahan di DIY tersebut menunjukkan suatu perubahan dan dinamika dalam pemikiran mengenai sistem pemerintahan negara di DIY. Pemikiran tersebut secara jelas menunjukkan bagaimana Sri Sultan HB IX ingin memadukan antara sistem pemerintahan tradisional yang otoriter dengan sistem demokrasi yang pada waktu itu sedang menjadi salah satu sistem pemerintahan modern yang berkembang di negara-negara maju. Unsur demokrasi di sini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada perwakilan rakyat untuk ikut ambil bagian dalam decission maker melalui Balai Rakyat. Kesempatan semacam ini tidak pernah ada dalam sistem kerajaan tradisional di Jawa. 

Meskipun pemikiran di atas kemungkinan diadopsi dari sistem pemerintahan monarkhi konstitusional yang sedang berkembang di Eropa, termasuk Belanda, namun tidak seluruh sistem ini diambil dalam pemikiran Sri Sultan HB IX. Sistem yang digagas oleh Sultan ini lebih menekankan bahwa kekuasaan Raja tidak terutama dibatasi oleh konstitusi, namun oleh keinginan rakyat yang terwadahi baik dalam Balai Mulia maupun Balai Rakyat. Raja merupakan figur yang akan mengemban amanat rakyat tersebut. Oleh sebab itu kedudukan Sri maharaja di sini bukan hanya sebagai simbul kenegaraan tetapi juga merupakan kepala pemerintahan yang dibantu oleh Dewan Menteri yang akan membangun kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini jabatan Patih hendak ditempatkan sebagai birokrat biasa yang berada di bawah perintah Maharaja.
 Namun demikian apapun bentuknya, terlihat dengan jelas keinginan untuk melakukan pembaharuan demokratik dalam kehidupan politik di DIY dengan memberikan porsi tertentu pada kekuasaan rakyat. Hal ini merupakan terobosan baru dalam sejarah politik di DIY, meskipun pada akhirnya sistem pemerintahan yang diajukan oleh Sri Sultan HB IX ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh pemerintah pendudukan Jepang.
  

Pada 1 Agustus 1942 Sultan HB IX dipanggil oleh pemerintah pusat pendudukan Jepang di Batavia. Sultan HB IX diangkat oleh Dai Nippon Gun Seikan Hitosi Imamura menjadi Koo (Sultan) pada Kooti (wilayah) Kesultanan Yogyakarta sesuai dengan keadaan status quo. Dalam surat pengangkatan itu, Sultan sebagai Koo juga harus mengurus pemerintah Kooti Yogyakarta untuk memajukan kemakmuran Kooti Yogyakarta.
 Selain itu juga ditetapkan bahwa hak istimewa beserta badan-badan pemerintahan yang telah ada harus tetap dilestarikan. Selain itu pemerintah Dai Nippon juga mewajibkan kepada Sultan untuk melakukan usaha-usaha agar penduduk mau bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang.
 Jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa pelestarian hak-hak istimewa Sultan Yogyakarta dan pelestarian lembaga pemerintahan serta adat-istiadat yang ada dimaksudkan oleh Jepang agar Sultan memberikan jaminan bahwa penduduk akan mau bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang dalam rangka perang melawan Sekutu. Dalam hal ini Sultan masih dipandang memiliki kekuasaan yang diakui dan ditaati oleh segenap penduduk Yogyakarta. Bahkan ia dipandang memiliki wibawa di seluruh daerah di Jawa sehingga ia pernah diajak berkeliling di berbagai wilayah di Jawa.
 Memang selama periode ini Sri Sultan HB IX sangat aktif melakukan pendekatan dengan masyarakat.

Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan oleh Sri Sultan HB IX untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dapat dipandang sebagai upaya untuk membangun ikatan sosial secara langsung dengan rakyat. Hal ini terkait erat dengan kenyataan bahwa karena sistem yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda tidak memungkinkan raja berhubungan langsung dengan rakyat ataupun karena cita-cita Sultan untuk membangun perwakilan rakyat tidak disetujui oleh Jepang. Selain itu dengan berbekal pada pendidikan Barat yang ia pelajari mengenai sistem monarkhi serta arus yang berkembang di dalam masyarakat mengenai keterlibatan rakyat dalam berbagai program pemerintah pendudukan Jepang, maka Sultan mampu melihat potensi mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Sultan telah mengucurkan demokrasi dari atas. 
E. Demokratisasi pada Masa Revolusi
Upaya demokratic reform dan pendekatan kepada rakyat Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Sri Sultan HB IX selama masa pendudukan Jepang tersebut ternyata membawa dampak psikologis yang sangat hebat di Yogyakarta. Modal historis (historical capital) memiliki kontribusi yang signifikan dalam formasi jejaring antara Sultan dengan rakyat Yogyakarta pada masa kemerdekaan. 

Meskipun euforia kemerdekaan di berbagai kalangan di dalam masyarakat Yogyakarta berkembang di luar kendali Kraton namun bukan berarti Sultan tidak memperhatikan perkembangan ini. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, dia selalu memperhatikan perkembangan masyarakat secara jeli dengan perspektif yang modern. Dalam hal ini Sri Sultan dengan cepat memahami apa yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Yogyakarta. Bahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII sudah mengirim Surat Kawat yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Sukarno-Hatta. Selanjutnya tanggal 19 Agustus 1945, Sukarno mengeluarkan Piagam Kedudukan kepada para penguasa di Yogyakarta ini.
 Sekitar tiga minggu setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 9 September 1945, Sri Sultan HB IX mengeluarkan pernyataan yang mendukung berdirinya NKRI.

Ada satu hal yang perlu dicatat dalam pernyataan Sri Sultan HB IX itu, yaitu bahwa pernyataan Sri Sultan mengandung kalimat yang bersifat deklaratif yang menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan yang syah yang tidak bergantung kepada masyarakat di Yogyakarta. Bahkan pernyataan itu secara langsung maupun tidak langsung mewajibkan rakyat Yogyakarta untuk masih tetap tunduk kepada Sri Sultan. Ketundukan rakyat Yogyakarta ini tentu tidak berseberangan dengan kehendak pemerintah RI di Jakarta karena Sultan sudah menyatakan diri bahwa Kerajaan Yogyakarta berada dalam bingkai NKRI dengan status istimewa. 

Dalam pernyataan itu Sri Sultan HB IX mendeklarasikan mengenai status atau kedudukan dirinya masih sebagai raja di Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat. Selain itu ia juga mendeklarasikan secara sepihak mengenai status kerajaan Yogyakarta sebagai daerah istimewa di dalam NKRI. Hal itu bisa dilihat dari bunyi kalimat penyataan itu, yaitu: “bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningratan bersifat keradjaan adalah daerah istimewa Negara Republik Indonesia”. Deklarasi selanjutnya adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Sri Sultan merupakan kepala daerah yang memegang kekuasaan dalam daerah istimewa Yogyakarta. Hal itu bisa dilihat dari bunyi pernyataan itu: “Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang kekoeasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat”.
 Apa yang juga terkandung dalam pernyataan Sri Sultan itu adalah bahwa dalam situasi eforia kemerdekaan itu hendaknya rakyat Yogyakarta jangan bertindak sendiri tanpa berada di bawah kendali Sri Sultan, karena ia merupakan raja yang dilegitimasi oleh pemerintah Sukarno-Hatta. Hal itu dapat dibaca pernyataan nomor 3 yang menyatakan:

“Bahwa perhoeboengan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Poesat Negara Republik Indonesia, bersifat langsoeng dan kami bertanggoeng jawab atas negeri kami langsoeng kepada Presiden Repoeblik Indonesia. Kami memerintahkan soepaja segenap pendoedoek dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini”.
 

Tidak hanya rakyat jelata saja yang dapat menerima sikap Sri Sultan dan Pangeran Pakualam, bahkan KNI pun yang banyak berisi elemen-elemen yang militan juga bisa menerima dengan baik sikap kedua bangsawan tersebut. Melalui momentum  pengiriman surat pernyataan kepada Presidan itulah KNI Yogyakarta yang pada awalnya tampak berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan Sri Sultan menjadi lebih dekat dengan Sri Sultan. Momentum itu menandai terjadinya hubungan yang sinergis antara kekuatan-kekuatan tradisional dengan kekuatan-kekuatan baru yang lahir dari suasana eforia kemerdekaan nasional. Padahal sebetulnya pembentukan KNI pada awalnya tidak diperuntukkan bagi daerah-daerah otonom seperti Yogyakarta dan Surakarta. Namun satu hal yang menarik adalah bahwa Sri Sultan dan Paku Alam sangat mendukung berdirinya KNI sebagai lembaga perwakilan.
 Hubungan antara Sri Sultan dengan KNI Yogyakarta menjadi semakin erat ketika utusan dari Jakarta datang untuk menyampaikan dekrit presiden yang mengakui kedudukan Sultan Yogyakarta dan Pangeran Paku Alam beserta wewenangnya sebagaimana isi dari maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan dan Pangeran Paku Alam pada tanggal 5 September 1945.
  

Satu hal yang menarik adalah bagaimana perubahan-perubahan kekuasaan yang radikal selama awal revolusi itu ditafsirkan oleh pihak kraton dan sekalugus oleh pihak rakyat. Dalam hubungan ini menarik sekali apa yang diungkapkan oleh kedua kraton sebagaimana yag termaktub dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh ‘dua serangkai’, Sri Sultan dan Pangeran Pakualam, yang menyatakan bahwa: “semua kekuasaan yang dipegang oleh rezim kolonial dulu telah direbut oleh rakyat dan diserahkan kepada saya”.
 Pernyataan tersebut mungkin mengisyaratkan berbagai hal. Pertama, ada semacam perubahan di dalam cara berpikir kraton mengenai konsep kekuasaan. Maklumat kraton itu menjungkirbalikkan konsep kekuasaan dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa konsep kekuasaan bersifat tunggal dan bersumber dari raja setelah ia mendapatkan pulung dari Tuhan. Kekuasaan tidak bersumber dari rakyat. Namun demikian dalam maklumat itu dikatakan oleh Sri Sultan dan Pangeran Pakualam bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dan kemudian diberikan kepada Sultan. Jadi sumber kekuasaan bukan dari raja tetapi dari rakyat sehingga seolah-olah raja hanya sebagai pelaksana mandat dari rakyat agar ia mengaturnya.
 Kedua, ada kemungkinan bahwa maklumat itu merupakan suatu bentuk akomodasi di antara kekuatan yang tampaknya dikhawatirkan masih dualistik (yaitu kekuatan kraton dan kekuatan KNI). 
Dalam maklumat itu tampak bahwa Sri Sultan masih mempertahankan sebuah substansi, yaitu bahwa Sri Sultan masih menjadi penguasa yang sah meskipun harus mengakui bahwa kekuasaannya itu tidak bersumber lagi pada pulung namun berasal dari rakyat. Ungkapan itu jelas dapat dipahami oleh rakyat betapa raja mereka begitu bersikap rendah hati dan itu yang justru menimbulkan kecintaan mereka kepada rajanya. Padahal sebagian rakyat sudah mengetahui bahwa sesungguhnya Sri Sultan dan Pangeran Paku Alam lah yang sesungguhnya telah merebut kekuasaan atas Yogyakarta melalui Maklumat tanggal 5 September 1945.
 Namun demikian justru sikap rendah hati Sri Sultan itulah yang membuat rakyat mencintai Sri Sultan jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh KNI Yogyakarta. Mereka masih tetap menganggap dan mengharapkan Sri Sultan sebagai pemimpin di masa-masa yang sulit selama revolusi kemerdekaan. Hal itu juga mengingatkan kembali kepada rakyat terhadap kepercayaan tradisional Jawa mengenai datangnya ‘ratu adil’ setelah kepergian ‘bangsa yang bermata biru’ (Belanda) dan ‘bangsa yang berkaki pendek’ (Jepang).

Suatu hal yang sangat menarik adalah bagaimana Sri Sultan mengakomodasi kekuatan baru yang muncul di dalam masyarakat Yogyakarta. Dalam hal ini kekuatan baru itu adalah KNI yang mewadahi berbagai kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang sudah muncul sejak masa akhir pemerintah kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Setelah pemerintah mengeluarkan Maklumat No. X pada tanggal 14 November 1945 yang memberikan kesempatan yang sangat luas kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik dan mengambil peran dalam revolusi kemerdekaan. Oleh sebab itu muncullah banyak partai baik pada level nasional maupun pada level lokal. Demikian juga, berbagai partai politik juga membuka cabang di Yogyakarta, seperti Masyumi, Partai Kristen Nasional (PKN), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sebagainya.
 
Di samping itu, berbagai gerakan pemuda juga bermunculan di Yogyakarta. Sebagian organisasi pemuda itu merupakan organisasi lokal seperti Kelompok Pemuda Pathook, namun sebagian besar dari mereka juga merupakan organisasi pemuda yang merupakan cabang dari organisasi pemuda pusat seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), GP Ansor, dan sebagainya.
 Mereka sebagian besar juga terwakili di dalam KNID Yogyakarta. Oleh sebab itu secara de facto KNID merupakan semacam badan perwakilan. Posisi inilah yang sangat mendorong terjadinya posisi tawar-menawar yang sangat rasional antara Sri Sultan dengan KNI dan bahkan terjadi proses saling mendekati antara keduanya.
Proses saling mendekati antara kraton dan KIND Yogyakarta ini tidak dapat dipisahkan dari beberapa faktor. Pertama, sikap kraton yang sangat memahami dan akomodatif terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi selama masa awal proklamasi. Kedua, kondisi psikologis rakyat Yogyakarta yang masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Sultan. Ketiga, KNID sendiri yang merasa tidak akan mampu mengendalikan Yogyakarta tanpa keikutsertaan Sultan. Proses saling mendekati ini semakin kuat ketika Sultan menempatkan dan memfungsikan KNID Yogyakarta ini sebagai badan perwakilan dalam sistem pemerintahan di Yogyakarta sejak tanggal 30 oktober 1945.
 Mulai saat itu setiap keputusan KNID Yogyakarta selalu dibubuhi tanda tangan Sri Sultan HB IX dan Pangeran Paku Alam di samping tanda tangan ketua KNID Yogyakarta, Muhammad Saleh.
 Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tradisional di yogyakarta sangat aktif dalam revolusi kemerdekaan. Mereka mambangun satu barisan dengan berbagai elemen di dalam masyarakat untuk mengawal revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan Kraton Yogyakarta tidak dijadikan sebagai sasaran revolusi sosial sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sumatra Timur dan daerah Karesidenan Pekalongan.

Persetujuan Sultan untuk menempatkan KNID sebagai badan legeslatif di dalam pemerintahan DIY menunjukkan adanya keinginan Sultan untuk melakukan demokratisasi di dalam sistem pemerintahan Yogyakarta. Sultan tidak memerintah secara monarkhi absolut tetapi monarkhi representatif di mana Sultan merupakan eksekutif yang menjalankan keputusan KNID Yogyakarta yang merupakan penjelmaan kehendak rakyat. Bahkan Sultan menghendaki tidak hanya pada level pemerintahan DIY Yogyakarta saja sistem perwakilan itu dikembangkan, tetapi juga sampai kepada level desa. Pada level kabupaten, KNID di tingkat kabupaten juga didirikan dan diakui sebagai badan legislatif. Pada 6 Desember 1945 diberlakukan aturan untuk membentuk badan perwakilan di tiap-tiap desa yang disebut sebagai Dewan Kelurahan. 
Dewan Kelurahan tersebut mewakili seluruh rakyat di dalam daerah perwakilannya untuk membicarakan rumah tangga desa itu sendiri serta membuat berbagai peraturan pada tingkat desa. Para anggota Dewan Kelurahan dipilih oleh warga desa yang berusia 18 tahun ke atas dan sudah enam bulan menjadi warga desa itu. Mereka memiliki masa bakti selama tiga tahun.
 Jadi dengan demikian proses demokratisasi telah terjadi di Yogyakarta melebihi daerah-daerah lain di Indonesia. Hal itu terjadi karena niat baik Sultan untuk mendemokratisasi sistem pemerintahan dan karena keinginan rakyat untuk membangun negara merdeka yang demokratis. Jadi bisa dikatakan dengan pepatah Jawa “tumbu oleh tutup” artinya adanya kecocokan di antara dua pihak yang berbeda tetapi memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. 
Kekuatan Eksternal dan Proses Demokratisasi
Salah satu peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap hubungan antara DIY dengan pemerintah puasat adalah perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 6 Januari 1946. Hal ini disebabkan karena agresi Belanda terhadap kota tersebut sehingga suasananya menjadi sangat tidak aman. Di samping memberikan dampak bagi menguatnya hubungan antara DIY dan Pemerintah Pusat dan tentu saja juga menambah peran DIY dalam percaturan politik nasional, peristiwa itu juga memberikan banyak pelajaran kepada rakyat Yogyakarta untuk belajar berdemokrasi di bawah kepemimpinan yang kharismatik, yaitu HB IX.
 


Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibukota RI didasari atas beberapa faktor. Pertama, terdapat dukungan yang sangat kuat dari segenap lapisan masyarakat Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Bahkan Sultan sendiri menawari dan mendorong digunakannnya Yogyakarta sebagai ibukota negara RI. Selain itu, pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta juga  disebabkan  oleh desakan Badan Pekerja KNID DIY, yang melihat bahwa daerah Yogyakarta cukup aman dan dapat menjamin terlaksananya roda pemerintahan RI pada masa perjuangan.
 

Kepindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta membawa konsekuensi yang sangat besar. Hal ini bukan hanya semata-mata mencakup kepindahan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, namun juga kepindahan berbagai departemen dan lembaga-lembaga negara beserta stafnya. Demikian juga perpindahan itu juga bukan hanya perpindahan para anggota eksekutif tetapi juga legeslatif. 

Hal yang sangat menarik dari fenomena kepindahan ibukota RI tersebut terkait dengan keberadaan dua pusat pemerintahan di kota Yogyakarta. Apakah kedua pusat kekuasaan ini saling mendukung ataukah saling bersaing? Bagaimana dampak keberadaan pemerintah pusat di Yogyakarta ini terhadap eksistensi Kraton Yogyakarta yang selama berabad-abad menjadi pusat Kerajaan Mataram. Memang di satu sisi kehadiran pemerintah pusat RI di Yogyakarta dikhawatirkan oleh berbagai pihak akan ‘menenggelamkan’ kebesaran Kesultanan Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa pemerintah RI tentu saja memiliki perangkat yang lebih modern dibandingkan dengan pemerintah Kesultanan Yogyakarta. Namun demikian ternyata keduanya tidak menjadi kekuatan-kekuatan yang saling berbenturan bahkan justru sebaliknya mereka saling bersinergis. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat aneh karena yang seringkali terjadi adalah konflik berkepanjangan dalam sejarah kraton Mataram di antara para keluarga kraton sebagaimana yang masih terjadi di Surakarta pada waktu itu.

Sri Sultan sebagai seorang tokoh yang kharismatik diakomodasi oleh pemerintah RI sebagai menteri Pertahanan dan Keamanan. Hal ini memiliki kesan yang mendalam di antara para pejabat, tokoh partai politik, dan masyarakat bahwa Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi bagian yang integral dalam NKRI. Dengan demikian terbangun sinergi bahwa kedua pemerintahan berjalan bersama dan saling menopang dalam upaya menegakkan pemerintahan di Indonesia. Di satu pihak pemerintahan RI telah dapat mengambil manfaat dari potensi baik wilayah, rakyat maupun pimpinan yang ada di Yogyakarta. Di sisi lain, kedekatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY, menyebabkan pemerintah daerah DIY lebih lancar dalam melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang harus disahkan oleh pusat. Hal ini merupakan bagian dari pembelajaran birokrasi di DIY dan sekaligus masyarakat Yogyakarta mengenai pemerintahan demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. 

Kepindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta juga berdampak dalam kehidupan partai politik yang pada gilirannya juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses demokratisasi di Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa semenjak dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai politik tertanggal 3 November 1945 partai politik banyak bermunculan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Yogyakarta. Kegiatan partai politik berkembang dengan pesat  di Yogyakarta terutama setelah ibukota berpindah ke kota ini. Apalagi pada waktu itu ada rencana pemerintah RI untuk menyelenggarakan pemilihan umum sehingga kegiatan partai-partai politik menjadi semakin meningkat intensitasnya. Di samping Yogyakarta menjadi pusat kedudukan partai-partai politik, tahun itu direncanakan akan ada pemilihan umum.  Namun demikian pemilihan umum yang direncanakan itu tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah RI harus menghadapi agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap wilayah RI yang sering disebut sebagai Agresi Militer I.

Agresi Belanda tersebut mebuahkan protes dari dunia internasional sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menyelenggarakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Akhirnya tercapailah Perundingan Renville yang merugikan pihak Indonesia dan sekaligus juga menjadi penyebab konflik-konflik politik dan militer di antara kekuatan bangsa Indonesia. Di antara konflik yang paling hebat adalah dengan terjadinya Peristiwa Madiun pada 18 September 1948 yang merupakan momentum bagi dilumpuhkannya PKI dan organisasi-organisasi yang tergabung dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat).
 

Dalam suasana konflik internal yang sangat akut itulah Belanda mengadakan Agresi Militer II  dan langsung diarahkan ke Ibu kota Yogyakarta, yang akhirnya Yogyakarta dapat diduduki. Presiden dan wakil Presiden serta beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Sebelum para pemimpin RI ditangkap dan ditawan Belanda, mereka dapat melaksanakan sidang kabinet secara kilat. Dalam sidang itu diputuskan memberikan mandat melalui radiogram kepada menteri Kemakmuran Mr. Syafrudin Prawironegara di Sumatra, agar membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Mandat serupa juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A. A. Maramis yang berada di  New Delhi (India) dengan maksud apabila Mr. Syafrudin gagal dalam membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, kedua orang ini diberi kuasa untuk membentuk pemerintahan pengasingan di India. Selain itu disepakati pula bahwa jika tentara NICA menyerang Yogyakarta maka Presiden dan Wakil Presiden serta Perdana Menteri tidak akan mengungsi meskipun harus ditawan Belanda. Namun demikian para pimpinan militer beserta pasukannya akan ke luar kota untuk melakukan perang gerilya. Setelah ternyata bahwa Belanda dapat menduduki Yogyakarta maka Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat RI di Bukit Tinggi.
 Sementara itu angkatan perang RI melakukan perang gerilya di bawah komando Jenderal Sudirman. 

Kegiatan ekonomi rakyat di masa revolusi kemerdekaan juga sangat buruk. Keadaan ini sudah di mulai sejak jaman Jepang sampai pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Agresi Belanda II, daerah Yogyakarta harus menerima akibat tindakan blokade ekonomi yang di lakukan oleh Belanda yang berusaha menutup jalur-jalur ekonomi DIY.
 

Kesulitan ekonomi tidak hanya dialami oleh kota Yogyakarta tetapi juga daerah pedesaan di sekitarnya. Semakin sulitnya kondisi ekonomi desa-desa selain disebabkan oleh karena adanya keadaan keamanan yang belum stabil, juga karena banyaknya pengungsi dari kota ke desa. Pada awalnya para pengungsi ini, masih dapat di jamin oleh masyarakat desa, namun kemudiaan menjadi beban yang berat bagi rakyat.Terpaksalah para pengungsi melakukan kegiatan ekonomi, sebagai contoh bertani, berternak, berkebun  di pedesaan, yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Kegiatan sosial, seperti gotong royong, rembug desa, yang semula ada di desa mengalami kelesuan karena tekanan ekonomi. 
Di samping itu, sulitnya hubungan antar luar kota dengan dalam kota Yogyakarta, akibat gerakan militer Belanda ataupun gerakan gerilya TNI menyebabkan pula sulitnya bahan pangan di dalam kota. Bahkan dalam masa-masa awal Belanda di kota Yogyakarta, roda  pemerintahan dapat dikatakan berhenti. Toko-toko, perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha perekonomian menjadi tidak berjalan. Keadaan pasar menjadi sepi, karena adanya jam malam yang diumumkan oleh militer Belanda. Kesulitan bahan pangan di dalam kota ini, menyebabkan sebagian penduduk terpaksa makan dedaunan. Keadaan demikian, berangsur-angsur dapat berjalan kembali setelah adanya jalur perdagangan antar kota dan desa, walaupun secara sembunyi-sembunyi dan penuh resiko tinggi. Selain itu, adanya kampanye Belanda untuk menarik simpati rakyat, melalui jawatan sosial dengan membagi-bagi bahan pangan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh rakyat untuk sedikit mengatasi kesulitan ekonomi, khususnya masalah pangan, tanpa harus memihak pada Belanda.

Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan gencatan senjata antara gerilyawan Indonesia dan tentara NICA. Akhirnya terbentuklah KTN (Komisi Tiga Negara) yang membantu untuk mengusahakan perundingan.
 Namun demikian karena Belanda memiliki keinginan untuk memaksakan kehendak dalam rangka menguasai Indonesia, maka akhirnya Belanda secara sepihak menganggap KTN gagal dan melakukan Agresi Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Kota Yogyakarta sebagai ibukota RI jatuh ke tangan Belanda dan menjadi wilayah pendudukan Belanda. Sukarno dan Hatta serta beberapa pucuk pimpinan RI ditawan Belanda. Para tentara melakukan perang gerilya di luar kota.
 

Pada masa pendudukan pemerintahan Belanda, HB IX merupakan tokoh sentral bagi para pejuang. Keadaan kota Yogyakarta sangatlah memprihatinkan, semua pejabat dari tingkat tinggi sampai rendah dapat dikatakan semua menderita. Uang gaji tidak ada, sedangkan keluarga harus makan. Dalam keadaan demikian, tidak jarang pilihan bagi seseorang adalah tetap setia kepada RI, karena lebih baik menderita daripada pindah kerja pada Belanda dan hidup berkecukupan. Sultan HB  IX melihat penderitaan banyak orang di sekelilingnya tidak tinggal diam. Ia membuktikan sikap konsekuen terhadap anjurannya sendiri dalam pidato radio, agar setiap orang bersedia mengorbankan apa saja bagi keselamatan Republik. Ia tanpa ragu-ragu membuka peti harta kraton dan membagi-bagikan pada rakyat yang memerlukan. Uang perak Gulden Belanda disumbangkan bagi orang yang berpangkat tinggi sampai mereka yang berpangkat rendah. Tidak hanya terbatas pada bantuan perorangan yang di berikan, tetapi juga keperluan pasukan bergerilya untuk melawan Belanda dan bagi PMI sebagian dibiayai dari uang perak persediaan Kraton Yogyakarta.
 
Pada masa revolusi ini, ternyata tahta HB IX benar-benar diserahkan pada rakyat. Perhatian sebagian besar dicurahkan bagi rakyat, maka bukan hal yang aneh, bila Kraton Yogyakarta dipergunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Sebagai bukti, atas kehendak Sri Sultan HB IX mulai dari Pagelaran sampai Bangsal Witana dan kanan kiri dipakai untuk kepentingan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gajah Mada. Demikian pula dengan rumah sakit Sardjito awalnya juga dari dalam Kraton Kasultanan Yogyakarta.
Satu hal yang sangat menarik adalah bahwa selama periode pendudukan Belanda ini Sri Sultan justru melakukan upaya-upaya yang lebih intensif unutk melakukan pendekatan dengan rakyat. Seringkali Sri Sultan melakukan perjalanan ke desa-desa tanpa diketahui oleh banyak orang ataupun bahkan Belanda sendiri, ia melakukan komunikasi dengan rakyat secara langsung. Di samping itu Sultan juga melakukan pembinaan terhadap gagasan-gagasan mengenai demokratisasi di pedesaan dengan menggalakkan eksistensi Dewan Kelurahan. Ia langsung berkomunikasi dengan rakyat sehingga suasana demokratis menjadi semakin berkembang. Demikian juga, komunikasi juga terus diupayakan oleh Sultan dengan para gerilyawan sehingga menghasilkan keputusan untuk melakukan serangan yang terkenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini telah membuka mata dunia terhadap eksistensi Republik Indonesia dan sekaligus kutukan terhadap Belanda yang bernafsu melakukan penjajahan kembali terhadap Indonesia. Dengan berbagai proses akhirnya tercapailah KMB yang mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda dan pengakuan Belanda terhadap RIS.
 Dengan demikian berakhir pula perang kemerdekaan RI melawan Belanda dan sekaligus menandai berakhirnya peran Yogyakarta sebagai ibukota RI.

F. Demokratisasi Pasca Revolusi Kemerdekaan RI

Konstruksi sistem pemerintahan yang demokratis yang dibangun dan dikembangkan di DIY pada periode pasca revolusi kemerdekaan RI tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah pusat Negara RI dalam rangka mewujudkan kehidupan pemerintahan yang demokratis sebagaimana diamanatkan oleh UUD. Dalam hal ini sistem pemerintahan yang demokratis dicirikan oleh adanya kedaulatan rakyat di mana rakyat secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan dilibatkan dalam menentukan jalannya pemerintahan. 

Sejalan dengan perubahan-perubahan politik masa revolusi kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan sistem pemerintahan. Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 yang merupakan hasil KMB, membawa konsekuensi terbentuknya negara RIS dengan sistem federalnya, dan implikasinya adalah Negara RI hanya menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS tersebut. Namun demikian sistem federal itu ternyata tidak berumur panjang, karena gerakan-gerakan untuk tetap berada dalam bingkai NKRI terus berlangsung intensif baik dari kalangan elit politik Indonesia maupun masyarakat bawah. Bagi kebanyakan orang Indonesia, sistem federal dianggap sebagai warisan kolonial sehingga harus segera diganti. Sistem federal dipandang sebagai alat pengawasan Belanda, sehingga sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang sejatinya. Mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan  masa lampau yang tidak menyenangkan.

Dalam Negara RIS, Negara RI yang ber-ibukota di Yogyakarta pada dasarnya tetap eksis dan otonom. Tidak hanya sistem administrasi yang tidak tergantung pada Negara RIS yang ber-ibukota di Jakarta, tetapi banyak pegawai negeri sipil (PNS) dalam negara-negara bagian RIS seperti; Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pasundan lebih taat kepada aturan-aturan dari Negara RI yang ber-ibukota di Yogyakarta, daripada Jakarta. Kondisi itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan, dengan dua kelompok PNS berusaha mengatur teritorial yang sama dengan dua aturan yang mungkin berbeda. Keadaan itu sesungguhnya merupakan manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda serta eksistensinya tidak pernah diakui oleh RI di Yogyakarta. Pemerintah R I untuk mempertahankan eksistensi di daerah-daerah yang sudah didirikan negara bagian itu, justru kemudian mendirikan pemerintahan daerah bayangan, mulai dari desa sampai ke provinsi. Bukan itu saja dalam menunjukkan eksistensinya di daerah-daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah BFO itu, Pemerintah RI juga mengirim uang-uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Hal itu dilakukan untuk menunjukkan eksistensi R I baik secara politis maupun ekonomis.
  Faktor lainnya adalah prestise RI yang besar karena dianggap sebagai pemenang perang dan perjuangan kemerdekaan. Prestise itu semakin meningkat dengan terjaminnya law and order di wilayahnya, kelancaran administrasi pemerintahan, korupsi yang relatif tidak ada jika dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya.

Dengan kondisi itu tidak mengherankan jika banyak pejabat-pejabat daerah atau negara bagian yang lebih berkiblat kepada Yogyakarta daripada ke Jakarta. Pada sisi yang lain juga patut untuk diperhatikan bahwa Presiden RIS yaitu Soekarno dan Perdana Menteri RIS,  Moh. Hatta tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden dan Perdana Menteri RI, dan mereka yang menggantikan, yaitu Mr. Assat dan Dr. A. Halim hanya menjalankan tugasnya sebagai pejabat presiden dan perdana menteri.
 Dengan demikian lengkap sudah alasan  terjadinya administrasi ganda di kalangan para pegawai negeri sipil di daerah.

Dalam kondisi sosial politik yang demikian itu, maka membuat sejumlah daerah atau negara bagian mulai muncul berbagai macam gerakan yang menuntut pembubaran pemerintah daerah atau negara bagiannya dan menggabungkan daerah atau negara bagiannya dengan RI. Daerah atau negara bagian yang masyarakatnya memelopori tindakan semacam itu adalah Negara Bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, Pasundan, Madura, yang kemudian diikuti oleh yang lain-lain seperti Kaliman Barat, dll. bergabung ke dalam Negara RI dengan persetujuan dari pemerintah Negara RIS melalui UU No. 20 /1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang pembentukan NKRI.Yang menarik adalah dalam proses-proses politik untuk kembali dalam NKRI ini peran pemerintah DIY cukup penting, karena mampu ikut menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif dalam kedudukan DIY sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Negara RI. Meskipun kembalinya bentuk NKRI ini sekaligus juga menandai berakhirnya kedudukan DIY sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota Negara RI, karena setelah itu kembali ke Jakarta. Akan tetapi justru perkembangan demokratisasi pemerintah DIY semakin signifikan melalui pembentukan organ-organ pemerintah daerah seperti DPRD, DPD secara representatif.

Pembentukan DPRD melalui Pemilu Lokal 
Dengan kembalinya bentuk NKRI membawa konsekuensi terhadap sistem tata pemerintahan DIY di mana berdasarkan UU No. 3 tahun 1950, DIY mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom setingkat provinsi. Dalam hal ini kekuasaan pemerintahan daerah tertinggi di daerah otonom adalah dipegang oleh DPRD dan DPD.
 Oleh karena itu pemerintah DIY sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD, maka pada tanggal 16 Juli hingga 10 Nopember  1951 menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPRD dengan sistem pemilihan bertingkat di mana masyarakat yang memiliki hak pilih memilih pemilih yang akan memilih anggota-anggota DPRD.

Mekanisme Pemilu tersebut diawali dari pendaftaran penduduk (16 Juli), yang dilanjutkan dengan pengajuan calon untuk pemilih (30 Juli), pendaftaran pemilih umum (5 Agustus), pemilihan pemilih di Kelurahan (27 Agustus), pengajuan calon anggota DPRD di Kabupaten dan Kota Praja (11 September), pemungutan suara calon anggota DPRD di Kapanewon/Kemantren PP (7 Oktober), penetapan hasil pemilihan anggota DPRD di ibu kota Yogyakarta (20 Oktober), pemilihan umum selesai (10 Nopember).

Pemilu di DIY tersebut mendapat respon positif dari masyarakat, karena terbukti terdapat 15 organisasi yang mendaftar sebagai peserta antara lain Masyumi, GPII, Muhammadiyah, SOBSI, BTI, PSII, PKI, Gerwis, Pemuda Rakjat, Pemuda Muslim, PPDI (Persatuan Pamong Praja Desa Indonesia), SSPP (Sarekat Sekerja Pamong Praja), dll. Dari ke 15 peserta Pemilu itu, pada umumnya merupakan organisasi nasional dan hanya 2 (dua) yaitu PPDI dan SSPP yang merupakan organisasi lokal di DIY.
Secara umum penyelenggaraan Pemilu tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan sukses meskipun juga diwarnai oleh pemilihan ulang di beberapa tempat, karena adanya protes-protes dari peserta Pemilu. Kelancaran itu tidak terlepas dari peran peserta Pemilu yang mengorganisasi dalam sebuah kepanitiaan termasuk kepanitiaan kampanye yang kemudian mengadakannya secara kelompok. Sebagai contohnya, Kesatuan Aksi Pemilihan Umum (KAPU) yang dibentuk oleh Masyumi, Panitia Kesatuan Aksi Buruh dan Tani (PKABT) yang dibentuk oleh bebeberapa organisasi seperti  SOBSI, BTI, PSII, PKI, dll. Panitia-panitia yang dibentuk tersebut kemudian mengadakan kampanye ke berbagai tempat termasuk ke desa-desa dengan mengadakan rapat-rapat terbuka maupun pertemuan-pertemuan terbatas.

Dalam Pemilu tersebut jumlah pemilih yang terpilih sebanyak 6.807 orang dari jumlah pemilih yang ditetapkan sebanyak 7.268 orang. Dengan pemilih sebanyak 6.807 orang itu pada akhirnya berhasil memilih 40 orang anggota DPRD DIY. Perinciannya adalah 18 orang anggota Masyumi, 7 orang anggota PPDI, 5 orang anggota PKABT, 4 orang anggota PNI, 2 orang dari Partai Katolik, 2 orang Partai Indonesia Raja, dan 2 orang dari SSPP.

Pembentukan DPD

Sesuai dengan ketentuan dalam UU, pembentukan DPD baru bisa dilaksanakan setelah berhasil dilaksanakannya Pemilu untuk memilih anggota DPRD. Oleh karena itu setelah DPRD DIY terbentuk berdasarkan Pemilu tersebut, maka segera dibentuk DPD DIY. Dalam hal ini DPRD DIY bersidang untuk memilih anggota DPD dan setelah mengadakan sidang sebanyak 12 kali, baru berhasil membentuk DPD. Sebagai Ketua DPD adalah Sultan HB IX (Kepala Daerah), Wakil Ketua Paku Alam VIII (Wakil Kepala Daerah), 5 orang anggota yang dipilih oleh DPRD, yaitu 3 orang masing-masing PPDI, Buruh Tani dan PNI, dan 2 orang dari Masyumi. Namun demikian, karena pada waktu itu Sultan HB IX menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Kepala Daerah, maka Paku Alam mewakilinya sebagai Ketua DPD.
Dengan terbentuknya DPRD dan DPD, maka pemerintah DIY pada waktu itu satu-satunya provinsi dalam NKRI yang telah memiliki alat kelengkapan pemerintahan daerah yang representatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Hal itu sekaligus merupakan bukti otentik bahwa telah terjadi perkembangan demokratisasi pemerintahan yang signifikan di DIY.
G. Simpulan

Dari pembahasan tersebut di atas dapat dibuat simpulan, bahwa pemikiran-pemikiran untuk membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis telah dilakukan oleh Sultan HB IX setelah dinobatkan sebagai penguasa kraton Yogyakarta menggantikan Sultan HB VIII. Bahkan ketika Sultan HB IX dipercaya oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk menjadi kepala pemerintahan modern a la Jepang dengan sebutan sebagai Koo, HB IX menyusun rancangan bentuk pemerintahan yang demokratis dalam arti melibatkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur pemerintahan diusulkan adanya empat lembaga pemerintahan, yaitu: 1. Badan Menteri Negara (Cabinet Council), 2. Sri Maharaja (King), 3. Badan Pertimbangan Negara (Privy Council), dan 4. Balai Perwakilan Negara (Parliament) yang terdiri atas Balai Mulia dan Balai Rakyat. 
Konsep tentang sistem pemerintahan tersebut secara jelas menunjukkan bagaimana Sri Sultan HB IX ingin memadukan antara sistem pemerintahan tradisional yang otoriter dengan sistem demokrasi yang sedang berkembang di negara-negara maju. Unsur demokrasi di sini dapat dilihat dari kesempatan yang diberikan kepada perwakilan rakyat untuk ikut ambil bagian dalam decission maker melalui Balai Rakyat. Kesempatan semacam ini tidak pernah ada dalam sistem kerajaan tradisional di Jawa. Sistem yang digagas oleh Sultan ini lebih menekankan bahwa kekuasaan Raja tidak terutama dibatasi oleh konstitusi, namun oleh keinginan rakyat yang terwadahi baik dalam Balai Mulia maupun Balai Rakyat. Raja merupakan figur yang akan mengemban amanat rakyat tersebut. Oleh sebab itu kedudukan Sri maharaja di sini bukan hanya sebagai simbul kenegaraan tetapi juga merupakan kepala pemerintahan yang dibantu oleh Dewan Menteri yang akan membangun kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat.
Pemikiran tentang sistem pemerintahan yang demokratis pada akhirnya dapat direalisasikan di DIY ketika pada awal kemerdekaan RI, Sultan HB IX dan Paku Alam secara resmi ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal itu antara lain ditunjukkan melalui langkah-langkah strategis Sultan HB IX dan Paku Alam yang akomodatif dan proaktif terhadap kelompok-kelompok militan masyarakat, sehingga berhasil memprakarsai pembentukan KNID DIY yang kemudian menjadi bagian yang integral dari pemerintahan DIY. Upaya demokratisasi pemerintahan DIY bahkan menyentuh pada level paling bawah hingga desa/kelurahan dan Rukun Tetangga (RT). Hal itu antara lain tercermin dari adanya Maklumat No. 14 Daerah Istimewa Negara RI (Kasultanan dan Paku Alam) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan dan Majelis Permusyawaratan Desa yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintah menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia di mana Yogyakarta sekaligus menjadi ibu kota Negara RI. 
Dalam hal ini relasi-relasi yang dibangun dan dikembangkan diantara pemerintah DIY dengan pemerintah pusat RI, menunjukan sinergitas yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Demikian juga pada masa pasca revolusi, oleh pemerintah pusat, DIY mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD. Pemilu lokal pada tahun 1951 oleh pemerintah DIY ini dimaksudkan sebagai percobaan sekaligus percontohan bagi daerah-daerah lain dalam NKRI untuk mewujudkan kehidupan pemerintahan yang demokratis. Bahkan hasil dari Pemilu lokal di DIY ini, oleh pemerintah pusat akan dijadikan bahan untuk mengevaluasi UU No. 7 tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD. Secara substansial penyelenggaraan Pemilu lokal pada tahun 1951 ini dan kemudian Pemilu nasional pada tahun 1955, yang diikuti oleh organisasi-organisasi sosial politik maupun perseorangan merupakan manifestasi dari penyelenggaraan sistem demokrasi, karena rakyat melalui perwakilannya ikut terlibat secara langsung dalam menentukan jalannya pemerntahan.
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